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! a. bohva dalem ransha meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

Khusuenya dibidang fransportasi serta guna mengembangksn ke
mampuan teningkatltan pemeliharasn dan ketertibean Terminal -
‘nglutan Penunpany Umum dalam Kotamadya Daerah Tingkat —II
Surehzya, dipandsnz verlu adanya penetapan dan pengaturan -

lokasi neron dalam terminal ;

b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pade huruf s konside -
ran inl disanping dalam rangka meningkatkan pendapatan asli
dacrah, perlu ditetapkan ketentuan-ketentuan Peron di Termi
nal ingluten Penumpang Umum Bis dan Non Bis intar Kota de~

ngan mencetapkannya dalam suatu Peratursan Daerah.

: 1. Undanz-undans Yomor 5 tahun 1974 tertang Pokok-pokok Peme -

rintahan di Daersh ;

2. Undenz-unda~g Momor 16 tabun 195C tentang Pembentukan Dae
rah Kota Jesar dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur/Jawa Te
ngah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto Une
dang-undang Monor 2 tahun 1965 ;

3e Undeng-undang Nomor 12 Drt. tahun 1957 tentang Retribusi
Daerah, jo. Undang-undang Nomor 1 tahun 1961 j

4. Undeng-undang Nomar 3 tashun 1965 tentang Lalu Lintas Anglart
an Jalan Raya juncto Undangetndang Nomer 6 tahun 1969 3

5. Keputusan Bersamz Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Nee
geri tanggal 4 MNopember 1985 Nomar KM.200/HK Obk4/FHRB!85

41 tahun 1985
tentang pelaksenzan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun
1985 dan Penetasn Kembali fungsi terminal,

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II

Surabays,



Menetapkan

/ Peron,

MEMUTUSKAN

: PURATURAN DARRAH XOT. M:DYA DAFRAH TINGKAT IT SURABAYA TENTANG
LOKsSI PERN DI TERMIMNAL ANGKUTAN PENUMPING UMUM DALAM KOPAMAR
DY DARRM TINGKAT IT SURABAYA.

BR I
KSTarUsn oMuM
Pasal 1

Delam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan #stilsh 3
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(3)

Pemerintah Damerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daersh Tingkat
IT Surabaya 3

Kepala Daerah, ialah WYalikotamadya Kepala Daerah Tingkat TIX
Surabaya §

Terminal. Angkutan Pznumpang Umum, jalah Terminal Angkutan
Penumpang Umum dalam Kotamedya Deersh Tingkat II Surabaya,
yeng dikelola Pemerintah Daerah sehegai tempat berpengkalnys
kendarasn Bis dan Non Bis untuk nenungeu, s.raikkesn dan nepu
runkan penumpsng $

Pengunjung, ialsh seiiap orang ysng memasukl aresl Terminal
‘ngkuten Penvrivang Unam

Lokasiy ialah lckasi atau rusng tunggu bagi pengunjung yeng
discdiakan oleh Pamerintah Daerah dalam Terminal Angkutap -

Penumpang Uram beserte fasilitas yang ada didalammya

Retribusi Peron, ialah pungutan yang dikenskan kepada setiap
pengunjung yong memanfaatkan lokasi Peron

Karcis Peron, ialsh tanda bukti pembayaran retribusl peron.

LB TX
PINGAD AN DAN PENGELOLAAN LOEKAST PERON
Pagal 2

Untuk ketertiban, keamanan dan kenyamenan penumpang ataw pe-
ngunjung dalam Terminal Angkutan Penumpeng Umum, Pemerintah
Daerah mengadakan lokasi peron, §

Lokasi peron tersebut pada ayat (1) pasal ini diberi batas -
untuk memisahkan dengan tempat lain dalam Tertiinal inglutan
Penunpang Umum 3

Penetapan lokasi peron dalam Terminal /ngkutan Penumpang -
Umum dilaluken oleh Kepale Dsersh dengan memperhatikan fasi

litas yang tersedis.
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Pasal 3

(1) Untuk melaksanakan pergaturan kegiatan dan pengelolaan lokasi pe
ron tersebut delan Pascl 2 Peraturan Daerah ini, dilakuken oleh
Pejobat yang ditunjuk oleh Kepala Dagrsh ;

(2) Fejabat tersebut pada ayat (1) pasal ini bertanggung jawad atas
kelancaran dan ketertiban pengelolaan lokasi perom.

Pasal 4

(1) 3etiap pengunjung yang menggunakan fasilitas dan atau masuk da-
lar: lokasi peron dikenakan retribusi ;

(2) /tas pembayaren retribusi tersebut pada ayat (1) pasal ini kepa
da pengunjung dibarikan karcis peron yang sewaktu-waktu harus di
perlihatkan jika ada pemeriksasn ;

(3) Pengunjung yang berada dalam lokasi peron diwajibkan mentaati -
tata tertib yanz ditetapkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang
ditunjuk, dan mentaati petunjuk-petunjuk yeng diberiken.

Pasal 5

(1) Disetiap pintu masuk Terminal fngkutan Penumpang Umum dipasang
papan pengumumen tentang besarnya punguten retribusi peron, tang
gal don Nomor Peraturan Daerah yang mendasarinya

(2) Para petugas penjual dan pengawas karcis peron dilengkapi dengen
tandartanda pengenal yang teleh ditetapksn ;

(3) Pejebat dan atsu petugas yang ditunjuk dilarang mengadakan pungut
an~pungutan lain kecuzli yeng tersebut peda ayat (1) Pasal 4 Per
aturan Daerah ini, serta dilerang memungut lebih tinggi dari ta-
rip yang tertera pada karcis peron yang telah ditetapkan.

Pasal 6

Dikecualikan deri pungutan retribusi peron islah terhadap :
&. Pegawal atau petugas yang ditunjuk dengsn memperlihatkan identi-
tas dari yeng ditunjok ;

b. Sopir, Kondektur, Kernet Bis atau Non Bis antar Kota yang menda-
patkan fasilitas masuk lokasi peron, dengan menunjukken identitas
dari Pejabat yang ditunjuk yang dibverikan atas permohonan Pimpin
an Perusahasnnya 3

¢. Pemakai tempat ateau kios dalam Terminal fngkutan Penumpang Umum
dengan menunjukkan identitas dari Pejabat yang ditunjuk 3

d. Penumpanz Bis den Hon Bis antar Kota yang memasuki Terminsl /ng
kuten Penumpeng Umum bersama kendaraan yang ditumpangi baik untuk
tujuan akhir maupun singgeh sementera.



BB TIT
ESTENTUAN  RSTRIBUST
Pasal 7

(1) Pungutan retribusi peron untuk setiap orang ditetapksn sebesar
Rp. 50,~ (lima ypuluh rupiah) ;

(2) Karcis peron berlaku henya untuk satu kali masuk lokesi peron i

(3) Bentuk ukuran don warnz karcis peron ditetapkan oleh Kepala Dae-
rah

(4) Hareis peron dikeluarken setelah diberi tenda pengesahan oleh Ke
pala Daerah ataun Fejabat yang ditunjuk ;

(5) Tasil pungutan retribusi peron disetarkan ke Kas Pemerintah Dae~
rah,

BB IV
KETENTUN PENYIDIKAN
Pagal 8

(1) Belain oleh pejabat penyidik urmm, penyidik atas tindek Pidana -
sebagaimana dimaksud deslam Pasal 7 Peraturan Deerah ini dilakuken
oleh Pejabat penyidik Pegawei Vegeri Sipil dilinskungan Pemerin~
tah Dacreh, yang vengengkatannys ditetapkan sesuai dengan Peratur

an Ferundang-undangan vong berlaku ;

(2) Dalan melakukan tugas penyidikan, vpejabat sebagaimana dimaksud -

pada avet (1) pasal ini, berwenang :

1. enerina laporan ateu pengaduan dari sesecorang tentang adanya
tindak pidona 3

2, Melakukan tindskan pertama pada saat itu ditempat kejadien dan
relakukan pemeriksaan ;

3. llenyuruh berhenti sesecrang tersangka dan memeriksa tandn pe-
ngenal diri tersanglia 1

4, Yelakuken penyitaan benda dan atan surat ;

g, Hengombil sidik jari dan uemotret seseorang ;

6. Demangril orang wituk didenger den diperiksa sebagai tersang-
ka doy sanksi

T Hendatangken orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya de-

ngan pemeriksaan nerkara

Hengadakan penghentian penyidiken setelsh mendapat petunjuk ~

dari penyidik bahwa tidck terdapat cukup bukti atau peristiwa

tersebut buken merupaken tindak pidana dan gelanjutnya melalui

penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum ter

sangka ateu keluarganya

(3) Pejabat penyidik Pegawai MNegeri Sipil membuat Berita icara setiap
tindakan tentang :

8« Pemeriksaan tersancka



be Penasuken rumah ;

¢. Ponyitzan bhenda ;

d. Pereriksaan surat j

e. Fereriliznan sanksi

f. Pemerikszen ditempat kejadian, dan mengirimkan kevada Kejaksa
on Wegzeri dengan tembusannya kepada POLRI.

BV
ICTINTULN PIDANA
Pasal @

Barong sicpa melanggar atau melalaiken ketentuan yang tercantum dalsm
Fasal 3 Tersturan Vaerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-
lamanya 6 (enam) bulen ateu denda setinpgi-tingzinya Rp. 50.000,- (33
ne puluh ribo repish).

BB VI
IENTULAN PINUTUP
Pesali 10

Halwhzl yeng belurt culmp dictur dalam Feraturan Daersh ini sepenjang
nengenal pelaksanawnnye akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Deersh.

Pagsal 11

(1) Peraturzn Decrah ini nulai berlaku pade tanggal diundsngken 3
(2) Hengundangkan Peraturan Daerah ini dalam Lepbaran Daerah Kotamadya
Daereh Tingleat ITI Surabaya.

Surabaya, 5 Juli 1986.

DI PIEVASERILSST 2LGOAET DASRAH WALIKOT DY, KEPATA DAERAE
EOR/ILDY. DISRIK TTIHUT IT SURIB.AYA TINGILT II SURABAYA
Xetusa
£td ttd
STINY SC.3/10OR dr, POERNOMO VASIDI

Disahkan dengan leputusan Gubernur Yepala Daerah Tingkat I Jawa
Tirur tengzal 25 Desember 1986 Nomor 308/P tahun 1986.

i.n. GUBERNUR KEPALA DAERAR TINGKAT I
JAWA TIMOR

Asigten I Sckrotoris Wilaysh/Daersh

$td
M, (RIEF HULJ.DI, SH
Nip. 510019640
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Diundangkon dalam Lenbsrem Deerah Kotamadya Demerah Tingkat IT
Surabaya tshun 1987 SJeri B pada tmgzal 6 Jenuari 1987 ¥omer 1/B.

J‘lonc HI;LIKOT?J{ILDY:» K.EPAII& DAER&H
TINGK..T TI SURABAYA
Sekrctaris Kotamadyas/Daerah

ttd

brg, SOENARJO
Nip. 510040479

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Kotamadya/Daerah
”in"l:at II Surabaya

atn _ ian\ﬁulmm,\ Ortala

4
|

-\ d —
o IesT AR O, o,
Nip. ;519@34??9.




PEMJELASAN T8 PERATUR/Y DIERMH KOTAMADYA DARRAH TINGKAT I SURABAYA
ICHOR 7 TAHUN 1986
TEIT/NG
IOK.ST PIRCH DI TTREINIL [NGKUTAY PRNUMP/NG UMIM
DIZAM KOTUIUDYS DAERA TINGKAT IT SURABAYA

PENJELAS:N_UMUL :
Dengen semekin nmeningketnya jumlah perduduk dan sejalan dengan
perkembangan kota ditinjau deri segala aspek akan memerlukan berbagai

sarana yang femadai.

Banwa dalom rangks meningkatkan pelaysnan kepada masyarakat -
khususnya fasilitas Termigel .ngkuten Penumpang Unam di Wilayah Xota
madya Daerah Tingkat II Surabaya, diperluksn peran serta masyaralat -
yeitu dalam bentuk venbayaram retribusi peron guna nenunjang terpeliha
ranys Terminal dimalisud.

Untuk memenuhi maksud tersebut diatas, dengen ditetapkan Pera-
turan Daerah ini diharapken pelayenan kepada masyarakat di sekior -
transportasi penumpeang umum dapat lebih ditingkatkan.

PENJEL/.SAN PASAL DEMI PISAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 11 : cukup jelas.




